SALINAN

S

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan harmonisasi
aturan terkait pergeseran anggaran, maka dipandang perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2854);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036};

7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
(Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 4 ) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (5) diperiksa dan diteliti oleh TAPD.

(2) Persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja
dalam jenis belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
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(3) Persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek
belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4)
dilakukan oleh PPKD.

(4) Persetujuan pergeseran anggaran antar unit organisasi,
antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan
oleh DPRD berdasarkan usulan tertulis Gubernur.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni
Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Semua ketentuan mengenai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku harus dibaca
dan dimaknai sebagai Perangkat Daerah, sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

PASAL 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 November 2017
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH
Diundangkan di Bengkula

pada tanggal 24 November 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,
ttd.
H. GOTRI SUYANTO
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 43
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